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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan penulis mulai dari 

BAB I sampai dengan BAB IV yang berkaitan dengan peran keprotokoleran 

dalam menerima kunjungan kerja instansi di Provinsi Sumatera Barat pada Kantor 

Gubernur Sumatera Barat, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Keprotokolan adalah suatu tata aturan tentang cara menerima dan 

menetapkan tamu resmi dan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 

aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, 

tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk kehormatan kepada 

seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, 

pemerintahan, atau masyarakat. Jadi, kegiatan keprotokolan di Kantor 

Gubernur Sumatera Barat yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, 

dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan dan staf 

bagian hubungan masyarakat dan protokol berjalan tanpa hambatan dan 

masalah yang terjadi. Kesalahan yang dilakukan pegawai segera diatasi 

dengan cepat. 

2. Peran protokol bukan hanya pembawa acara atau mempersilahkan tamu, 

melainkan dilatih mengenai teknik berkomunikasi yang baik dan benar, 

bagaimana menjadi pribadi yang efektif dan tentang personal grooming, 

yaitu tata cara berpenampilan di dunia profesional. Peran lain dari sosok 
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seseorang protokoler tentunya tidak hanya menjadi koordinator untuk 

dirinya dalam menjalankan sebuah acara resmi, melainkan dengan semua 

pihak yang terkait. 

3. Kendala permasalahan yang protocol dapatkan seperti belum semua media 

yang mempublish informasi yang disediakan melalui persrilis/website 

Intesitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi, masih belum ada persamaan 

persepsi dalam pengaturan acara dan jumlah personil yang memenuhi 

kualifikasi masih terbatas. 

5.2  Saran 

 Saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan demi 

kelancaran kegiatan Protokol di Kantor Gubernur  Sumatera Barat adalah 

diharapkan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Keprotokolan. Diharapkan kepada Kepala Bagian Protokoler pada 

pegawai dilakukan secara rolling dalam menyusun kepantiaan kegiatan 

keprotokoler setiap acara yang diselenggarakan. Dan diharapkan juga bagi 

pimpinan protokol agar selalu memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada 

pegawai agar selalu mengerjakan tugas pokok dan fungsi bagian protokoler. 

 

 

 


